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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312);  

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1619); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 158); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 
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Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2023 Nomor 55); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2010 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung Timur  Nomor  05 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah   Daerah   Kabupaten   Lampung Timur  Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2021 Nomor 05);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 
Nomor 1). 

  

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik IndonesiaKabupaten 
Lampung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
dan  berakhir pada tanggal 31 Desember; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Lampung Timur yang selanjutnya disebut RPJMD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahunan, terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 
2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung 
sejak 2021 sampai dengan tahun 2026. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan 
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, 
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur yang selanjutnya disebut dengan Bappeda 
adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 

melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan 
dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
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12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
setiap perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan 
DPRD. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

15. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya 
disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara 
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan 
daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

 
Pasal 2 

 
(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD. 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. Prioritas pembangunan daerah; 
c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun; 
d. Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RKP 
Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung. 

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
RKPD Tahun 2025 memuat penyelenggaraan urusan 
pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh organisasi 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
di bidang  kesatuan bangsa dan politik daerah. 

(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan 
dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(SIPD). 

 
Pasal 3 

 

(1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai bahan 
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD 
Tahun 2025. 

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati 
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui 

Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi; 
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Pasal 4 

 
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
digunakan sebagai bahan evaluasi dan  dasar penyusunan 
rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan 
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

 
Pasal 5 

 
(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD. 

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD 
memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh 
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada 
Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 
RKPD Tahun 2024 sebnagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, 
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 
keuangan daerah. 

 
Pasal 6 

 
(4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  
  KEUANGAN DAERAH 

BAB IV 
 

: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
  DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
  DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN  
  PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 
 

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

PENUTUP 
Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten  Lampung Timur. 
 

 

           Ditetapkan di   Sukadana 
           pada tanggal 03 Juli 2024 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
 

           ttd 
 

M. DAWAM RAHARDJO 
Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal 03 Juli 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 
 

ttd 
 

MOCHAMMAD JUSUF 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 17  
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
 

SAMBUTAN 
 

 

Puji syukur  kehadirat  Allah  SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena  atas rahmat dan 

hidayah-Nya, kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah 

(RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dalam melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kabupaten  Lampung  Timur Tahun 2025 

merupakan rencana tahunan pembangunan yang disusun melalui tahapan proses perencanaan 

melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan, dimulai dari Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang 

Tingkat Kabupaten dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi 

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah yang berisi 

program/kegiatan tahunan daerah. Isi dan substansi RKPD mencakup indikasi rencana 

program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten Lampung Timur. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk-Nya dan karunia-Nya 

kepada kita dalam melaksanakan pembangunan di Bumei Tuwah Bepadan yang kita cintai ini. 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

M. DAWAM RAHARDJO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Berdasarkan Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk 

menggambarkan program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka dalam satu tahun, yang 

merupakan penjabaran serta pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) di tahun berkenaan. Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun 

berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan 

dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas 

pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 mencerminkan 

komitmen dan upaya daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2025. 

Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh 

Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing. 

RKPD menguraikan tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. RKPD mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. 

Proses penyusunan RKPD melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan 

(stakeholders) dari berbagai sektor dan masyarakat setempat. RKPD disusun secara partisipatif, 

transparan, dan akuntabel agar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta 

memastikan implementasi yang efektif dan efisien. 

Penyusunan RKPD mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran daerah, 

sehingga program-program yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam 

proses penyusunan RKPD, pemerintah daerah juga harus memperhatikan peraturan dan 

regulasi yang berlaku serta mengikuti panduan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

1.1.2 Alur dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa alur dan tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:   

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  

NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 
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(1) Persiapan penyusunan RKPD,  

(2) Penyusunan rancangan awal RKPD,  

(3) Penyusunan rancangan RKPD,  

(4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,  

(5) Perumusan rancangan akhir RKPD dan  

(6) Penetapan RKPD.   

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta 

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 

1.1.3 Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  

Kedudukan RKPD tahun 2025 merupakan perencanaan tahun kelima dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026. 

Mengingat tahun 2025 merupakan periode transisi antara RPJMD tahun 2016-2021 dengan 

RPJMD tahun 2025-2029. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah 

sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran 

operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman 

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang 

tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan 

pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah 

yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan 

konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu 

perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber 

daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi 

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik 

bagi masyarakat.   

Kedudukan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun 

secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan 

kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar 

dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen 

anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang 

melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara 

pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum 

APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran  Sementara (PPAS).    
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 adalah :  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6909); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 
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11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu 

Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan 

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 677); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 

Nomor 55); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung Timur  Nomor  05 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah   Daerah   Kabupaten   Lampung Timur  Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024                   

Nomor 1).; 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah untuk menentukan 

sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan untuk mewujudkan sinergitas 

rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur.   

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :   

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di  lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 

2025;    

2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan 

APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025;    

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan;    

4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Lampung 

Timur pada tahun anggaran 2025.    

 
1.4 Hubungan Antar Dokumen 

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan 

pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. Posisi 

dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran 

RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi SKPD/UKPD 

dalam menyusun Renja SKPD/UKPD, di mana Renja SKPD/UKPD akan menjadi bahan masukan 

dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP 

melalui forum Musrenbang Nasional. 
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Gambar 1.1  
Hubungan antar dokumen perencanaan 

 

Sumber : Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. 

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur juga memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan 

pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran 

terpadu. 

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan 

Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung serta mengacu 

pada kebijakan tingkat nasional yang tertuang pada RKP Tahun 2025. Selain itu dalam konteks 

daerah, dokumen RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka 

panjang daerah sesuai RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2021-

2026 yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui Peraturan Daerah. 

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 menjadi pedoman dalam 

penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2025. Dokumen KUA dan PPAS tersebut 

merupakan dasar untuk penyusunan RKA SKPD dan UKPD Tahun 2025 serta dasar penyusunan 

RAPBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen 

lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025. 

1.5 Sistematika Penyusunan 

RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:   
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BAB I PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang    

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan 

RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen 

RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah 

serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.   

1.2. Dasar Hukum Penyusunan   

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan 

RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.   

1.3. Hubungan antar Dokumen  Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang 

relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD 

Kabupaten, RKPD Provinsi Lampung dan RKP/program strategis nasional.   

1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen 

RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi 

daerah yang bersangkutan.   

1.5. Sistematika Penulisan   Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait 

dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.   

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah   

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi 

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah.  

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi 

RPJMD. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan 

menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi 

capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program 

tahun lalu terhadap RPJMD.  

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan 

pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan 

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi 

Perangkat Daerah.   

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah   

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari 

dokumen RKPD Provinsi Lampung, dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang 

ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Memuat arah kebijakan 

ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan 

visi dan misi Kepala Daerah. 
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3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah  

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja 

daerah.   

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan   

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) 

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.   

4.2. Prioritas Pembangunan 

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan 

dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.   

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun 

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.  

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan 

tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 

perencanaan.   

BAB VII PENUTUP  

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD 

Kabupaten Lampung Timur.     
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
 

 

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota 

di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan 

definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan 

Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah 

Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 

kecamatan pembantu dan 232 desa. 

Kemudian pada Tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah kecamatan 

menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 

Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten 

Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif. 

Pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan 19 Desa dan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di 

Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten 

Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 264 desa definitif. 

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka 

yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah 

yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara 

musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur 

yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah. 

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1.1 Aspek Geografi 

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-106020'BT dan 

4037'LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 3.860,92 km2 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Data Wilayah Administrasi, dengan batas-batas 

administratif sebagai berikut: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. 

Gambar 2.1 
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Permendagri No. 111 Tahun 2016; Permendagri No. 10 Tahun 2022; Permendagri No. 11 Tahun 
2022; dan Permendagri No. 12 Tahun 2022 

Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari wilayah daratan dan 

wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi: 

a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur terbagi dalam 24 

kecamatan dan 264 desa. 

b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

2.1.1.1.1 Klimatologi 

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori 

iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni 

dengan temperatur rata-rata 26,7˚C dan kelembaban udara rata-rata 82,76 persen selama satu tahun. 
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Gambar 2.2 
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2024 

Tabel 2.1 
Rata-Rata Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Lampung Timur 

Bulan 
Rata-Rata Curah Hujan 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Januari 161,6 419,4 294,6 311,6 535,6 265 600,5 

Februari 305,2 509,8 519,8 235,5 291,4 383 174,8 

Maret 316,2 334 336,6 355,9 226,0 184 249,6 

April 262,8 184,4 212,8 171,6 211,8 142 168,5 

Mei 126,8 134,6 169,2 76,1 299,6 146 153,1 

Juni 98,4 113 113,0 58,8 212,6 159 175,1 

Juli 103,2 59,8 18,2 69,0 129,2 68 80,4 

Agustus 78,2 67,2 16,4 22,1 130,8 93 298,1 

September 211,6 72,2 125,2 0,0 108,4 252 169,9 

Oktober 261 117,8 35,2 25,8 68,2 76 168,4 

November 206,8 189 121,4 43,1 102,6 270 145,4 

Desember 201 218,6 119,8 226,2 288,2 383 117 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2023 (diolah) 
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2.1.1.1.2 Hidrologi 

a. Sungai 

Di Kabupaten Lampung Timur dilalui 2 (dua) sungai utama yaitu Way Sekampung dan Way 

Seputih dengan anak sungai yang tersebar. Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima, sedangkan 

hulu sungai berada di kabupaten lain. Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten 

Lampung Timur yaitu SWS Seputih–Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal 

persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. 

SWS Seputih-Sekampung sendiri terbagi menjadi 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS), 3 (tiga) DAS 

masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu: DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Jepara-

Kambas, dan 1 (satu) DAS Bandar Lampung-Kalianda. 

Way Sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan 

Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten 

Lampung Selatan. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten 

Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 

kilometer, untuk Lampung Timur sebesar 174 km, dengan lebar antara 3,7-21 m, dengan jumlah anak 

sungai sebanyak 22 aliran anak sungai. 

Way Sekampung merupakan salah satu sungai terpanjang di provinsi Lampung, dengan 

panjang dari hulu sampai ke hilir 174 km. Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai 

berkelok- kelok (meandering), dengan jumlah cabang anak sungai sebanyak 22 buah, permukaan sungai 

di bagian hulu hingga tengah memilki lebar berkisar 50-60 m, kedalaman bervariasi 3,2–4,5 m, kecepatan 

aliran rata- rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai 

memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 m, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 128 m. 

DAS Sungai Way Seputih seluas 1.296,29 km2, debit rata-rata minimal tahunan 3,78 m3/detik 

dan volume air tahunannya 119,206 juta m3. Panjang Way Seputih di bagian Lampung Timur berkisar 

15,5 km, dengan 36 aliran anak sungai. DAS Way Seputih diapit oleh dua sungai utama yakni; Way 

Pengubuan dan Way Pegadungan. Untuk Way Pegadungan, sebagian besar memisahkan antara 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. 

Secara administratif DAS Way Seputih di bagian hulu terletak di Kabupaten Lampung Tengah, 

meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Padang Ratu. Di bagian hilir, Way 

Seputih termasuk dalam kecamatan Way Bungur Lampung Timur, setempat dikenal dengan daerah 

cabang, sebagai muara sungai way seputih yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional 

Way Kambas Lampung Timur, Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang. 
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Gambar 2.3 
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Timur, 2023 (diolah) 

b. Danau 

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah 

wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan 

mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara 

meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah, dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan 

yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/Way Kawat, yang 

letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya 

yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya 

berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan 

air hujan membentuk genangan. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi 

ruang antara lain: 

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan 

- Adanyan kawasan permukiman baik di desa maupun di kota 

- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa 
 

c. Rawa 

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai 

dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah di sekitarnya menjadi tergenang 
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air jika topografi di sekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang 

lebih rendah. 

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung 

Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan 

Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di 

Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, 

Way Jepara, dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk 

karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan 

rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting, dan 

Gunung Pelindung. 

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya 

adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air 

permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka 

air laut pasang rata-rata. 

d. Air Tanah 

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya 

yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), di mana sungai mudah tercemar. 

Produktivitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem 

akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu 

untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuannya kini 

mampu untuk bertindak sebagai akuifer. 

Berdasarkan hasil survey mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan 

Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur 

gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang 

kedalamannya lebih dari 20 m dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 m. Hal 

tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi 

topografi setempat. 

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20-30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar 

sumur gali berkisar antara 8-14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7-13 m di bawah 

permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7-3 m. Pada musim 

kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar 

antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali 

umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya 

karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal. 
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Gambar 2.4 
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: BPKHTL Wilayah XX, 2023 (diolah) 

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 m dari permukaan laut yaitu daerah 

dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8-7 m, dengan muka 

air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2-4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak 

kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran 

pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya 

agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak 

memperhatkan daya dukung lingkungan. 

2.1.1.1.3 Topografi 

Kondisi topografi di Kabupaten Lampung Timur secara umum meliputi kelas kelerengan datar, 

berombak, bergelombang, dan berbukit kecil. Sebagian besar daerah di Kabupaten Lampung Timur 

memiliki topografi datar dan berombak. Topografi datar mencapai luasan 100.546,09 Ha atau 25,47% 

dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Timur. Wilayah dengan kelerengan sebagian besar dataran 

mencakup Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Purbolinggo, Pekalongan, dan Batanghari, 

sedangkan topografi berombak mencapai luasan 124.468,23 Ha atau mencapai 31,53%. Wilayah dengan 

kelerengan sebagian besar berombak meliputi Kecamatan Sukadana, Labuhan Ratu, Metro Kibang, Marga 

Sekampung, dan Way Jepara. Wilayah dengan topografi bergelombang terdapat di kecamatan Bandar 

Sribawono, Melinting dan Waway Karya. Luasan total wilayah dengan kelerengan bergelombang 

mencapai 47.407,67 Ha atau 12,01% dari luasan wilayah Kabupaten Lampung Timur. Topografi ini 
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tersebar di beberapa kecamatan antara lain Bumi Agung, Sukadana, Sekampung Udik, Bandar Sribawono, 

Marga Sekampung, Melinting, dan Jabung. Berikut ini adalah rincian kelerengan lahan beserta luasnya di 

Kabupaten Lampung Timur. 

Gambar 2.5 

Peta Topografi Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: DEM Nasional, 2023 

Tabel 2.2 
Tinggi Wilayah Kabupaten Lampung Timur 

No. 
Topologi 

Morfologi Luas (Ha) 

1 Sangat Datar  (0 – 31 Mdpl) 272.165,37 
2 Datar  (31 – 89 Mdpl) 32.198,82 
3 Agak Curam (89 – 142 Mdpl) 29.615,58 
4 Curam (142 – 194 Mdpl) 45.863,99 
5 Sangat Curam (194 – 254 Mdpl) 5.969,00 

Sumber: DEM Nasional, 2023 

2.1.1.1.4 Geologi 

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan 

menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk 

endapan aluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit-bukit bulat 

menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter. Pada tabel berikut 

memperlihatkan susunan stratigrafi wilayah Kabupaten Lampung Timur. 
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Tabel 2.3 
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur 

Batuan Kuarter 

(Qal) Alluvium: bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung 

(Qbs) Basalt Sukadana: basalt berongga 

(Qak) Pasir Kuarsa: pasir kuarsa halus 

(Qs) Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman 

Batuan Tersier 

(Qpt) Formasi Terbanggi: batu pasir dengan sisipan batu lempung 

(Qty) Formasi Lampung: tuffa berbatu apung, tuffa riolotik 

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031 

Tabel 2.4 
Luas Formasi Geologi Kabupaten Lampung Timur 

No Formasi Geologi Luas (Ha) 
1 Alluvium (Qal) 47,694.95 

2 Lampung formation (Qty) 100,277.14 

3 Old alluvial (Qat) 107.69 

4 Quartz sands (Qak) 1,204.95 

5 Sukadana basalt (Qbs) 89,492.36 

6 Swamp deposits (Qs) 25,755.48 

7 Terbanggi formation (Qpt) 121,280.20 

Sumber: Peta RBI, 2023 

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan 

litologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Endapan permukaan (alluvium) terdiri dari dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen 

holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. 

Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang 

berada di daerah pesisir dan muara sungai. 

b. Batuan gunung api (formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung 

(Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten 

Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas 

terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 hektar dan luas terkecil pada 

Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar). 

c. Batuan sedimen (formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa 

(Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Sebagian besar terdapat 

di utara didominasi di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha) dan sedikit di selatan. 

d. Batuan beku (basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen 

seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana 

(27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar) 
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Gambar 2.6 
Peta Sebaran Struktur Geologi di Kabupaten Lampung Timur 

Sumber: Peta RBI, 2023 

2.1.1.1.5 Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan 

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah 

Kuning seluas 238.976,87 Ha. Kemudian jenis tanah yang paling sedikit dijumpai di wilayah Kabupaten 

Lampung Timur yaitu jenis tanah organosol seluas 2.466,12 Ha. Jenis-jenis tanah yang terdapat di 

Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut: 

Tabel 2.5 
Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur 

No. Jenis Tanah Luas (Ha) 

1 Alluvial 16,290.71 

2 Alluvial Regosol 26,534.57 

3 Glei Humus Rendah 24,450.62 

4 Latosol 32,829.78 

5 Latosol Podsolik 11,513.36 

6 Organosol 2,466.12 

7 Podsolik Kelabu Coklat 33,618.35 

8 Podsolik Merah Kuning 238,976.87 

Sumber: Peta RBI, 2023 
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Gambar 2.7 
Peta Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Lampung Timur 

Sumber: Peta RBI, 2023 

Dari kedelapan jenis tanah tersebut, jenis tanah yang paling banyak ditemui di Kabupaten 

Lampung Timur adalah jenis tanah podsolik merah kuning dengan luasan seluas 238.976,86 Ha. Kendala 

dari jenis tanah podsolik merah kuning ini yaitu tingkat kemasaman rendah, sehingga fosfor salah satu 

hara penting bagi tumbuhan tidak tersedia bagi akar untuk diserap. Selain itu kendala lainnya adalah 

tingginya kandungan aluminum terlarut, kandungan ini bersifat racun bagi banyak tanaman. Oleh karena 

itu, jenis tanah podsol ini dikenal bermasalah untuk digunakan dalam budidaya tanaman. Namun, banyak 

tanaman pohon yang tidak terlalu terkendala atau terpengaruh oleh kondisi ini karena membentuk 

lapisan humus pada permukaannya. 

Klasifikasi kemampuan lahan (land capability dassification) merupakan penilaian komponen-

komponen lahan secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas 

sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria 

klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut: 

➢ Kelas 1: Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat 

digunakan untuk segala macam aktivitas. 

➢ Kelas 2: Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus 

untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian. 

➢ Kelas 3: Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian. 
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➢ Kelas 4: Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian 

biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan perternakan. 

➢ Kelas 5: Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, 

hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa. 

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau 

faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah 

perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung 

aktivitasnya yang relatif besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan 

tingginya tingkat kestabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki 

tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya. 

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat 

baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan 

Batanghari, Braja Selebah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, 

Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way 

Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukkan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan 

basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat 

sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila 

diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara 

lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan. 

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor 

penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosivitasnya yang 

lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria 

lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang 

meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, 

Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih 

dapat digunakan untuk menampung aktivitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu 

adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas 

tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap 

aktivitas lainnya.  

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) 

seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, 

Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, 

Pekalongan, Purbolinggo, Waway Karya, dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung 

lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor 

pembatas tersebut di antaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak 

cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak 

membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu 

menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.  
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Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam di antaranya 

tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kestabilan tanah mulai 

berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan 

permukiman atau aktivitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten 

Lampung Timur yang temasuk dalam kriteria ini adalah Kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja 

Selebah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, 

Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, 

Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 

43,30% dari luas wilayah kabupaten. 

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 

41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan 

dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai 

areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relatif curam 

dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat 

menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat 

menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai di Kecamatan Bandar Sribhawono, 

Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, 

Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif 

adalah Taman Nasional Way Kambas. 

2.1.1.1.6 Struktur Ruang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang 

wilayah Kabupaten Lampung Timur meliputi: 

a. Sistem pusat kegiatan; 

b. Sistem jaringan prasarana utama; dan  

c. Sistem jaringan prasarana lainnya. 

Sistem pusat kegiatan Kabupaten Lampung Timur meliputi: 

a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi atau PKWp, berada di Perkotaan Sukadana yang berfungsi sebagai 

Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. 

b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL, meliputi: 

➢ Perkotaan Way Jepara yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa 

pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura; dan 

➢ Perkotaan Labuhan Maringgai yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa 

pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan. 

c. Pusat Kegiatan Lokal promosi atau PKLp, meliputi: 

➢ Perkotaan Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa 

pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra 

pembibitan buah- buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan; 
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➢ Perkotaan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan 

permukiman; dan 

➢ Perkotaan Bandar Sribhawono yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri dan 

permukiman. 

d. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK meliputi: 

➢ Perkotaan Jabung yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung; 

➢ Perkotaan Purbolinggo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa 

pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra 

pembibitan padi; 

➢ Perkotaan Marga Tiga yang berfungsi sebagai pertanian lahan kering pertambangan dan 

perkebunan; 

➢ Perkotaan Pasir Sakti yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman dan pertambangan; 

➢ Perkotaan Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah dan permukiman; 

➢ Perkotaan Raman Utara yang berfungsi sebagai pertanian lahan basah, permukiman dan lindung; 

➢ Perkotaan Melinting yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan 

pariwisata; 

➢ Perkotaan Gunung Pelindung yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, pertambangan dan 

lindung; 

➢ Perkotaan Marga Sekampung yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, dan 

lindung; 

➢ Perkotaan Batanghari yang berfungsi sebagai pertanian dan perkebunan, permukiman, dan 

lindung;  

➢ Perkotaan Metro Kibang yang berfungsi sebagai permukiman, dan perkebunan campur; 

➢ Perkotaan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman; 

➢ Perkotaan Bumi Agung yang berfungsi sebagai pertanian, dan permukiman; 

➢ Perkotaan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, 

agrowisata; dan 

➢ Perkotaan Mataram Baru yang berfungsi sebagai pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata. 

e. Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL, meliputi: 

➢ PPL Waway Karya yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; 

➢ PPL Braja Selebah yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman; dan 

➢ PPL Way Bungur yang berfungsi sebagai pertanian, peternakan, dan permukiman. 
 

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2031, memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang sebagai berikut: 

a. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan, yang meliputi: 

1) Pengembangan PKWp Sukadana, 

2) Pengembangan PKL Perkotaan Way Jepara dan perkotaan Labuhan Maringgai, 
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3) Pengembangan PKLp Perkotaan Pekalongan, Perkotaan Sekampung Udik dan Perkotaan Bandar 

Sribhawono, Pengembangan PPK Perkotaan Jabung, Perkotaan Purbolinggo, Perkotaan Marga 

Tiga, Perkotaan Pasir Sakti, Perkotaan Sekampung, Perkotaan Raman Utara, Perkotaan Melinting, 

Perkotaan Gunung Pelindung, Perkotaan Marga Sekampung, Perkotaan Batanghari, Perkotaan 

Metro Kibang, Perkotaan Batanghari Nuban, Perkotaan Bumi Agung, Perkotaan Labuhan Ratu dan 

Perkotaan Mataram Baru. 

4) Pengembangan PPL Perdesaan Waway Karya, Perdesaan Braja Selebah dan Perdesaan Way 

Bungur 

b. Perwujudan Sistem Prasarana Utama, yang meliputi: 

1) Sistem Transportasi Darat; 

➢ jaringan jalan, yang meliputi jalan yang menghubungkan antar ibukota 

Kecamatan;pengembangan jalan lokal tersebar di seluruh kabupaten yang berfungsi sebagai 

penghubung dari tiap-tiap pusat kegiatan; danpengembangan jalan lingkar kabupaten terdiri 

dari ruas jalan Bumi Tinggi–Pasar Sukadana–Muara Jaya; jalan kota Sukadana Mataram 

Marga–kantor pemda–Jalan Lintas Pantai Timur. 

➢ jaringan prasarana lalu lintas, yang meliputi pembangunan terminal Tipe B di Kecamatan 

Sukadana; pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan 

Purbolinggo, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Sekampung 

Udik; pengembangan terminal tipe C Mataram Baru sesuai dengan kriteria yang berlaku; dan 

Rest area di Kecamatan Labuhan Ratu. 

➢ jaringan pelayanan lalu lintas, yang meliputi pengembangan trayek angkutan barang 

menghubungkan lintas pantai timur Sumatra- Jawa, mulai dari Kecamatan Pasir Sakti, 

Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, 

Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Way Bungur;pengembangan 

trayek yang menghubungkan antara Sumatera Selatan–Lampung Timur–Bandar 

Lampung;pengembangan trayek Tulang Bawang–Lampung Timur, Lampung Selatan–

Lampung Timur, Kota Metro–Lampung Timur, Lampung Tengah–Lampung Timur, dan Kota 

Bandar Lampung–Lampung Timur; danpengembangan trayek Kecamatan Pekalongan-

Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Jepara-Kecamatan Sukadana. 

2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian, yang meliputi pengembangan jalur Pringsewu–

Rejosari–Tegineneng–Metro-Sukadana; dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan 

Sukadana. 

3) Sistem Jaringan Transportasi Laut, yang meliputi pengembangan pelabuhan pengumpan berada 

di Pelabuhan Labuhan Maringgai, Pelabuhan Way Penet dan Pelabuhan Way Sekampung; dan 

pengembangan pelayanan dari Pelabuhan Labuhan Maringgai-Pelabuhan Tanjung Priok. 

4) Sistem Jaringan Transportasi Udara, yang meliputi peningkatan bandar udara khusus Nusantara 

Tropical Fruit, dan penyusunan rencana induk bandar udara. 

c. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya, yang meliputi: 

1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan, yang meliputi pengembangan Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan 
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Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Selebah; jaringan pipa gas transmisi melalui Kecamatan Raman 

Utara–Batanghari Nuban–Sukadana–Labuhan Ratu– Braja Selebah-Labuhan Maringgai; jaringan 

pipa gas distribusi melalui Kecamatan Labuhan Maringgai–Mataram Baru-Bandar Sribhawono- 

Sekampung Udik–Kota Bandar Lampung;pengembangan Gardu Induk (GI) terdapat di 

Kecamatan Bandar Sribhawono dengan besar tegangan 70–150 Kv (tujuh puluh hingga seratus 

lima puluh kilovolt); pengembangan Gardu Distribusi (GD) terdapat di Kecamatan Sukadana yang 

berfungsi menurunkan tegangan dari tegangan menengah 70–150 KV tujuh puluh hingga seratus 

lima puluh kilo volt) menjadi tegangan rendah 380/220 V (tiga ratus delapan puluh per dua ratus 

dua puluh volt); pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari pembangkit menuju gardu 

induk Kecamatan Bandar Sribhawono melalui Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan 

Bandar Sribhawono; pengembangan jaringan transmisi listrik 150 KV dari gardu induk 

Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi Metro melalui Kecamatan Bandar 

Sribhawono, Sekampung Udik, Marga Tiga, Sekampung, Batanghari; pengembangan jaringan 

transmisi listrik 150 KV dari gardu induk Kecamatan Bandar Sribhawono ke gardu distribusi 

Kecamatan Sukadana melalui Kecamatan Sribhawono, Mataram Baru, Way Jepara, Sukadana; dan 

pengembangan jaringan tegangan rendah, merupakan jaringan distribusi dari GD ke konsumen. 

2) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, yang meliputi peningkatan jaringan telekomunikasi 

dengan sistem sambungan kabel di wilayah- wilayah yang belum terlayani; rencana peningkatan 

pelayanan jaringan telekomunikasi sistem nirkabel khususnya di kawasan perkotaan; 

danpenataan dan efisiensi penempatan Base Transceiver Station (BTS) meliputi seluruh 

kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. 

3) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air, yang meliputi pengembangan pengelolaan Sungai 

Way Sekampung sebagai sumber air baku untuk air bersih;pengembangan sumber mata air di 

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Jabung, dan Danau Way Jepara;pengembangan 

sumber mata air dari Danau Beringin Indah di Kecamatan Sukadana;peningkatan pelayanan air 

minum pada kecamatan-kecamatan yang sudah terlayani seperti Kecamatan Metro Kibang, 

Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan 

Mataram Baru, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana dan 

Kecamatan Purbolinggo; peningkatan kualitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

Kabupaten Lampung Timur; peningkatan kuantitas air bersih melalui pembuatan bangunan 

penangkap air dan sumur bor di kawasan-kawasan perkotaan; pengembangan PDAM Way Guruh 

sebagai pengelola distribusi air minum; dan pembangunan embung pada kawasan rawan banjir 

seperti di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Sekampung, 

Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan 

Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara. 

4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, yang meliputi: 

➢ sistem persampahan, yang meliputi penyusunan rencana induk pengolahan persampahan; 

pengembangan optimalisasi TPA Regional  

➢ di Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Sekampung Udik dan Kecamatan 

Melinting;pengembangan TPS eksisting yang ada di Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan 
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Sribhawono, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Melinting, 

Kecamatan Jabung, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Gunung 

Pelindung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Raman 

Utara, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan 

Ratu; dan pengembangan sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Lampung Timur. 

➢ sistem air minum, yang meliputi peningkatan kualitas air tanah untuk mengoptimalkan 

produksi air minum penduduk; pengembangan sistem penyediaan air minum melalui PDAM 

di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, 

Kecamatan Melinting, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Labuhan 

Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Sukadana.; danpengembangan distribusi air 

minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama. 

➢ sistem pengelolaan air limbah, yang meliputi pengelolaan limbah rumah tangga secara 

terpadu di kawasan permukiman melalui sistem saluran tertutup;sosialisasi program 

pemanfaatan septic tank sebagai sarana pembuangan limbah rumah tangga;pembangunan 

instalasi pengolahan limbah rumah tangga secara komunal di kawasan-kawasan 

tertentu;pembangunan IPLT pembuangan limbah industri di Kecamatan Sribhawono; 

danpengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) terdapat di kawasan industri. 

➢ sistem jaringan drainase, yang meliputi: 

a) pengembangan jaringan drainase primer terdiri atas sungai dan anak sungai meliputi: 

Sungai Seputih, Sungai Wako, Sungai Kapuk, Sungai Kambas Jepara, Sungai Jepara, Sungai 

Nibung, dan Sungai Sekampung 

b) normalisasi dan pengerukan secara berkala pada jaringan- jaringan yang mengalami 

sedimentasi; 

c) optimalisasi drainase dengan mengupayakan perlindungan daerah hulu; 

d) pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada di Kabupaten Lampung Timur; 

e) pembangunan prasarana drainase pada kecamatan yang memiliki fungsi sebagai pusat 

pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan perkantoran, pusat permukiman kota, pusat 

pendidikan dan pusat pengembangan permukiman desa; dan  

f) pembangunan prasarana drainase di kawasan yang rawan terjadi banjir seperti di 

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Sekampung, 

Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Sekampung Udik, 

Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Raman Utara. 

➢ jalur dan ruang evakuasi bencana, yang meliputi: 

a) pengembangan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan utama yang diberi 

rambu untuk arah evakuasi; 

b) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah 

pada kawasan-kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Bandar Sribowono, Kecamatan 

Braja Selebah, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, 

Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Labuhan Maringgai 

dan Kecamatan Raman Utara; 
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c) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah 

pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Marga 

Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pasir Sakti; 

d) pengembangan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor desa dan bangunan sekolah 

pada kawasan-kawasan rawan abrasi Kecamatan Labuhan Maringgai; 

e) pembangunan rambu-rambu/petunjuk arah evakuasi pada jalur evakuasi bencana; dan 

pengembangan sistem peringatan dini ketika terjadi bencana. 

 

2.1.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana diidentifikasikan berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki 

potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku 

manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam di antaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor 

atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku 

manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi 

pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak 

menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan–kawasan yang terdeliniasi 

sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan 

diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada 

beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung 

pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. 

Tabel 2.6 
Luas Risiko Bencana Kabupaten Lampung Timur (Ha) 

No. Bencana 
Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

1 Cuaca Ekstrim 141.380,045 1.296,505 97.893,737 64.616,046 83.982,131 

2 Banjir 83.065,406 7.336,809 2.827,995 7.193,852 11.431,895 

3 Tanah Longsor 360,743 58,616 - - - 

4 
Abrasi & Gelombang 
Ekstrim 

977,546 1.654,859 78,623 279,528 34,225 

5 Gempa Bumi 141.545,882 87.235,912 45.534,960 111.692,732 3.157,949 

6 Kekeringan 112.582,637 109.731,836 71.854,473 55.975,963 39.043,059 

7 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

44.489,270 831,210 40.066,528 13.707,351 35.428,164 

8 Multi Risiko 379.637,575 3.942,764 334,998 2.468,810 2.783,287 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
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Gambar 2.8 
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Timur, 2021 

Berikut Kawasan Rawan Bencana, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Lampung Timur, meliputi: 

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai. 

2. Kawasan Rawan Abrasi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai. 

3. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung terdapat di Kecamatan Sukadana, Jabung, dan Pasir Sakti. 

4. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan terdapat di Kecamatan Way Bungur, Purbolinggo, Raman Utara, 

Sukadana, Bumi Agung, Sekampung, Batanghari, Margatiga, Labuhan Ratu, Way Jepara, Braja Selebah, 

Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga 

Sekampung, dan Sekampung Udik. 

5. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan terdapat di Taman Nasional Way Kambas. 

6. Kawasan Rawan Gelombang Tinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Maringgai dan pulau-pulau kecil 

meliputi Pulau Segama Besar, Segama Kecil, Gosong Sekopong, Batang Besar, dan Batang Kecil. 

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesa (IRBI, 2022), Lampung Timur berada di 

posisi 32 daerah yang berisiko untuk multi ancaman dengan skor sebesar 183,20 atau berkategori tinggi. 

Indeks risiko bencana banjir berkategori tinggi dengan skor 36, indeks risiko bencana gempa bumi 

berkategori tinggi dengan skor 21,6, indeks risiko bencana tsunami berkategori tinggi dengan skor 16, 

indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko 

bencana tanah longsor berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana gelombang tinggi dan 
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abrasi berkategori tinggi dengan skor 24, indeks risiko bencana kekeringan berkategori tinggi dengan 

skor 24, indeks risiko bencana cuaca ekstrim berkategori tinggi dengan skor 13,6. 

Berdasarkan data InaRISK BNPB, berikut merupakan luasan risiko bencana di Kabupaten 

Lampung Timur, yaitu: 

Tabel 2.7 
Luas Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Cuaca Ekstrim Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 141.380,045 

2 Rendah 1.296,505 

3 Sedang 97.893,737 

4 Tinggi 64.616,046 

5 Sangat Tinggi 83.982,131 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
 

Berdasarkan tabel di atas, risiko cuaca ekstrim di Kabupaten Lampung Timur didominasi 

kategori sangat rendah. Kategori cuaca ektrim sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 

141.380,045 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori rendah seluas 1.296,505 

Ha.  

Gambar 2.9 
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Lampung Timur 

 
Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana berikutnya adalah banjir. Luas risiko bencana banjir di Kabupaten Lampung 

Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.8 
Luas Risiko Banjir Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Banjir Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 83.065,406 

2 Rendah 7.336,809 

3 Sedang 2.827,995 

4 Tinggi 7.193,852 

5 Sangat Tinggi 11.431,895 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Berdasarkan tabel di atas, risiko banjir di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori 

sangat rendah. Kategori banjir sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 83.065,406 Ha. 

Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 2.827,995 Ha.  

Gambar 2.10 
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Lampung Timur 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah tanah longsor. Luas 

risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.9 
Luas Risiko Tanah Longsor Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Tanah Longsor Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 360,743 

2 Rendah 58,616 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Berdasarkan tabel di atas, risiko tanah longsor di Kabupaten Lampung Timur didominasi 

kategori sangat rendah. Kategori tanah longsor sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 

360,743 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 58,616 Ha. 

Gambar 2.11 
Peta Risiko Bencana Longsor Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah abrasi dan gelombang 

ekstrim. Risiko bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada 

peta dan tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.10 
Luas Risiko Abrasi dan Gelombang Ekstrim Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Abrasi dan Gelombang Ekstrim Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 977,546 

2 Rendah 1.654,859 

3 Sedang 78,623 

4 Tinggi 279,528 

5 Sangat Tinggi 34,225 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Berdasarkan tabel di atas, risiko abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Lampung Timur 

didominasi kategori rendah. Kategori abrasi dan gelombang ekstrim rendah di Kabupaten Lampung 

Timur seluas 1.654,859 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sangat tinggi 

seluas 34,225 Ha. Risiko abrasi dan gelombang ekstrim tinggi dan sangat tinggi berada di Kecamatan 

Labuhan Maringgai. 

Gambar 2.12 
Peta Risiko Bencana Abrasi dan Gelombang Ekstreim Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah gempa bumi. Luas 

risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini. 



 
 

 

  

 
II - 24 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 

Tabel 2.11 
Luas Risiko Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Gempa Bumi Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 141.545,882 

2 Rendah 87.235,912 

3 Sedang 45.534,960 

4 Tinggi 111.692,732 

5 Sangat Tinggi 3.157,949 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
 

Berdasarkan tabel di atas, risiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Timur didominasi 

kategori rendah. Kategori gempa bumi sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 141.545,882 

Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sangat tinggi seluas 3.157,949 Ha.  

Gambar 2.13 
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah kekeringan. Risiko 

kekeringan di Kabupaten Lampung Timur didominasi kategori rendah. Kategori kekeringan sangat 

rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 112.582,637 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan 

terendah adalah kategori sangat tinggi seluas 39.043,059 Ha. 
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Tabel 2.12 
Luas Risiko Kekeringan Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Kekeringan Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 112.582,637 

2 Rendah 109.731,836 

3 Sedang 71.854,473 

4 Tinggi 55.975,963 

5 Sangat Tinggi 39.043,059 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Gambar 2.14 
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah kebakaran hutan dan 

lahan. Luas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.13 
Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur 

No. Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 44.489,270 

2 Rendah 831,210 

3 Sedang 40.066,528 

4 Tinggi 13.707,351 

5 Sangat Tinggi 35.428,164 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
 

Berdasarkan tabel di atas, risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Timur 

didominasi kategori rendah. Kategori kebakaran hutan dan lahan sangat rendah di Kabupaten Lampung 

Timur seluas 44.489,270 Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori rendah seluas 

831,210 Ha. Lokasi risiko bencana dominan berada pada kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).  

Gambar 2.15 
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

Risiko bencana di wilayah Kabupaten Lampung Timur berikutnya adalah multi risiko. Luas 

risiko bencana multi risiko di Kabupaten Lampung Timur ditampilkan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.14 
Luas Risiko Multi Risiko Kabupaten Lampung Timur 

No. Multi Risiko Luas (Ha) 

1 Sangat Rendah 379.637,575 

2 Rendah 3.942,764 

3 Sedang 334,998 

4 Tinggi 2.468,810 

5 Sangat Tinggi 2.783,287 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 
 

Berdasarkan tabel di atas, risiko multi bencana di Kabupaten Lampung Timur didominasi 

kategori rendah. Kategori multi bencana sangat rendah di Kabupaten Lampung Timur seluas 379.637,575 

Ha. Sedangkan kategori dengan luasan terendah adalah kategori sedang seluas 334,998 Ha. 

Gambar 2.16 
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: InaRISK BNPB, 2023 

2.1.1.1.9 Kawasan Lindung 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, kawasan lindung adalah 

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Iingkungan hidup yang mencakup 

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan 

pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur meliputi: 
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Tabel 2.15 

Luas Kawasan Lindung 

No Peruntukan Luasan (±Ha) Lokasi 

1 Kawasan Lindung   

a Hutan Lindung   

 Hutan Lindung Gunung Balak 
Register 38 

22.292,50 Kec. Way Jepara, Jabung, Bandar 
Sribhawono dan Sekampung 
Udik 

 Hutan Lindung Muara 
Sekampung Register 15 

1.488,36 Kec. Marga Sekampung, Labuhan 
Maringgai, Pasir Sakti, dan 
Melinting 

 

 

b Kawasan yang Memberikan 
Perlindungan terhadap Kawasan 
Bawahnya 

  

 - Kawasan Bergambut 11.068,00 Kec. Braja Selebah, Labuhan 
Maringgai, Labuhan Ratu, 
Mataram Baru, Way Bungur, Way 
Jepara 

 - Kawasan Resapan Air 39.144,00 Kec. Bandar Sribhawono, Jabung, 
Labuhan Maringgai, Marga 
Sekampung, Melinting, Pasir Sakti, 
Sekampung Udik, dan Way Jepara 

c Kawasan Perlindungan 
Setempat 

  

 - Kawasan Sempadan Pantai 5.588,00 Kec. Labuhan Maringgai dan 
Pasir Sakti 

 - Kawasan Sempadan Sungai 11.087,00 di seluruh DAS, meliputi Kec. 
Batanghari, Batanghari Nuban, 
Braja Selebah, Jabung, Labuhan 
Maringgai, Labuhan Ratu, Marga 
Sekampung, Marga Tiga, Metro 
Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, 
Purbolinggo, Raman Utara, 
Sekampung, Sekampung Udik, 
Sukadana, Waway Karya, Way 
Bungur, Way Jepara 

 - Kawasan Sekitar 
Danau/Waduk 

358,00 Sekitar Danau Way Jepara dan 
Danau Beringin Indah 

 - Kawasan Sekitar Mata Air 3.413,00 Sekitar sumber-sumber mata air di 
Kec. Bandar 

Sribhawono, Jabung, dan Danau 
Way Jepara 

 - RTH di Kawasan Perkotaan   
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No Peruntukan Luasan (±Ha) Lokasi 

 
✓ RTH Publik berupa taman 

kota, tempat pemakaman 
umum, dan jalur hijau 
sepanjang jalan dan pantai 

45.149,00  

 
✓ RTH Privat berupa kebun 

atau halaman 
rumah/gedung milik 
masyarakat/swasta 

 

18.060,00 

 

d Kawasan Suaka Alam, Pelestarian 
Alam dan Cagar Budaya 

  

 - Suaka Margasatwa  Kawasan perlindungan penyu di 
TNWK dan Pulau Segama 

 - Kawasan Pantai Berhutan 
Bakau 

3.203,00 Kec. Labuhan Maringgai 

 - Kawasan Taman Nasional dan 
Taman Nasional Laut 

125.621,30 TNWK 

 - Kawasan Taman Wisata Alam 
dan Taman Wisata Alam Laut 

 Taman Wisata Swadaya 
Pekalongan, Danau Jepara, Danau 
Beringin Indah Sukadana, Danau 
Kemuning Sribhawono, Way Curup 
Mataram Baru, Pantai Mangrove 
Center Maringgai 

 - Kawasan Budaya dan Ilmu 
Pengetahuan 

 Taman Purbakala Pugung Raharjo, 
Museum Budaya Sukadana, 
Bangunan Adat Sesat Agung 
Sukadana, Desa Tradisional Wana 
Melinting, Rumah Tradisional 
Gedong Wani Marga Tiga, Rumah 
Tradisional Keratuan Pugung 
Sekampung Udik 

 - Kawasan Rawan Bencana 
Alam 

  

 
✓ Kawasan Rawan Tanah 

Longsor 
7.333,00 Kec. Sekampung Udik, Marga 

Sekampung, Waway Karya, Jabung, 
dan Pasir Sakti 

 
✓ Kawasan Rawan Abrasi 1.949,00 Kec. Labuhan Maringgai 

 
✓ Kawasan Rawan Banjir 15.983,00 Kec. Bandar Sribhawono, Braja 

Selebah, Sekampung, Mataram 
Baru, Melinting, Sekampung Udik, 
Waway Karya, Labuhan Maringgai, 
Raman Utara 

 
✓ Kawasan Rawan Kebakaran 

Hutan 
123.621,00 TNWK 
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No Peruntukan Luasan (±Ha) Lokasi 

 
✓ Kawasan Rawan Angin 

Puting Beliung 
 Kec. Sukadana, Pasir Sakti, 

Pekalongan, Sekampung, dan 
Purbolinggo 

 
✓ Kawasan Rawan 

Gelombang Tinggi 
7.879,00 Kec. Labuhan Maringgai, Pulau 

Segama Besar, Pulau Segama Kecil, 
Pulau Gosong Sekopong, Pulau 
Batang Besar, dan Pulau Batang 
Kecil 

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Timur, 2024 

2.1.1.2 Aspek Demografi 

2.1.1.2.1 Jumlah dan Struktur Penduduk 

Jumlah dan struktur penduduk merujuk pada ukuran populasi suatu wilayah atau negara serta 

komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi penduduk dalam kelompok usia tertentu. Ini memiliki 

dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Selama 

periode 2019-2023, jumlah penduduk Lampung Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 

jumlah penduduk Lampung Timur mencapai 1.044.320 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 

1.114.016 jiwa pada tahun 2023 meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio 

jenis kelamin Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 104 penduduk laki-laki. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk Lampung Timur juga 

meningkat pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, kepadatan penduduk mencapai 196,12 jiwa/km2, 

kemudian terus meningkat menjadi 291,65 jiwa/km2 pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 209,2 

jiwa/km2 pada tahun 2023. 

Grafik 2.1 
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kab. Lampung Timur 

 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 
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Komposisi penduduk tahun 2023 menunjukkan mayoritas penduduk Lampung Timur 

didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 69,19 persen atau lebih dari 770 ribu jiwa, kemudian 

kelompok usia anak sebesar 23,11 persen atau sebanyak 257 ribu jiwa dan kelompok usia lanjut 7,7 

persen atau sebanyak 85 ribu jiwa.  

Grafik 2.2 
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut Kelompok Usia dan Jenis 

Kelamin Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan dalam konteks ekonomi dan 

masyarakat. Kelompok usia produktif yang besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Mereka mewakili angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan produksi, investasi, 

dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga 

kerja yang memadai untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Kelompok usia produktif biasanya 

memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena mereka umumnya memiliki keterampilan dan 

pengalaman yang lebih baik dalam dunia kerja. Mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 

hal inovasi, kreativitas, dan efisiensi kerja. Ini dapat berdampak positif pada peningkatan produktivitas 

perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

2.1.1.2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 

Persebaran atau distribusi penduduk merujuk pada cara penduduk ditempatkan atau tersebar 

di suatu wilayah atau negara. Hal ini dapat berkaitan dengan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan 

atau pedesaan, regional, atau bahkan distribusi penduduk di seluruh negara. Persebaran penduduk dapat 

memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan publik. Secara 

administratif penduduk Lampung Timur tersebar di 24 Kecamatan, di mana penduduk terbanyak 

bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, sedangkan kecamatan dengan penduduk yang 

terendah adalah Kecamatan Bumi Agung. 
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Grafik 2.3 
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 

 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Grafik 2.4 
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 

 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 
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Bila ditinjau dari kepadatannya, di mana Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara 

jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), kecamatan dengan kepadatan 

penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalongan dengan kepadatan penduduk sebesar 532,6 jiwa/km2, 

dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Way Bungur dengan kepadatan 

penduduk sebesar 70,8 jiwa/km2. 

2.1.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk 

Terkait dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2019-2023 memiliki kecenderungan 

menurun sampai dengan tahun 2020 dan naik pada tahun 2021, sebelum kembali menurun pada tahun 

2022 dan 2023. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung 

Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah dengan capaian 0,96 persen. 

Grafik 2.5 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Grafik 2.6 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 
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2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang 

ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode 

tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 

dalam suatu negara atau wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Lampung Timur di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen, sebelum kembali 

tumbuh positif pada tahun 2021-2023. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh dampak 

pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok negeri. 

Grafik 2.7 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 terendah kedua di antara 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung yaitu sebesar 3,51 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kota 

Bandar Lampung yang mencapai 4,99 persen di tahun 2023. 
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Grafik 2.8 
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

2.1.2.1.2 Laju Inflasi 

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah 

Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi 

masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari 

waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang 

disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya. 

Di samping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang 

berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah 

peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya 

inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada 

kenyataannya inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam 

arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah. 

Sampai dengan tahun 2018, data inflasi Kabupaten Lampung Timur tersedia, akan tetapi mulai 

tahun 2019 sampai 2023, inflasi di Provinsi Lampung hanya tersedia data inflasi gabungan antara Kota 

Bandar Lampung dan Kota Metro sebagai acuan inflasi Kabupaten/Kota. Namun mulai tahun 2024, 

terdapat penambahan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Lampung yaitu 

Lampung Timur dan Mesuji. Pada Februari 2024, laju inflasi Kabupaten Lampung Timur mencapai 4,53 

persen, di atas capaian Provinsi Lampung yang sebesar 3,28 persen. 
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Grafik 2.9 
Laju Inflasi Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2023 

Bila ditinjau dari data inflasi Provinsi Lampung tahun 2019 hingga Februari 2024, inflasi 

cenderung fluktuatif dari 3,34 persen pada tahun 2019 menjadi 3,28 persen di tahun 2024 di mana inflasi 

terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2 persen dan inflasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 

5,51 persen. Inflasi Provinsi Lampung Desember 2022 mencapai 5,51 persen yang didorong oleh kenaikan 

harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging 

ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,151%, 0,121%, 0,083%, 0,040%, dan 0,020%. 

2.1.2.1.3 Kemiskinan  

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan 

dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara 

subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang 

lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. 

Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2019 hingga 2024 cenderung mengalami 

penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Lampung Timur meningkat mencapai 

15,08 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 14,62 persen. Tingkat kemiskinan 

Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. 

Peningkatan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada 2021 diduga terjadi karena 

pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan 

sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada 

aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan. 



 
 

 

  

 
II - 37 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 

Grafik 2.10 
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

Seiring dengan kecenderungan penurunan Pandemi COVID-19 yang disertai dengan 

peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi, persentase kemiskinan di Provinsi Lampung menurun hingga 

mencapai 10,69 persen pada tahun 2024, demikian pula kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur yang 

mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat 

kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada 

posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara. 

Grafik 2.11 
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang 

didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan 

peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 
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Lampung Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga 

terutama bahan kebutuhan pokok. 

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan 

untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. 

Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat 

homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan 

ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri. 

Grafik 2.12 
Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten 

Lampung Timur 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan yang 

menurun. Pada tahun 2023, indeks P1 tercatat sebesar 2,11 turun menjadi 1,56 pada tahun 2024. Hal 

tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin dekat dari garis 

kemiskinan. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan 

garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang 

diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. 

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan, pada tahun 2023, indeks P2 di 

Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,46, turun menjadi 0,29 pada tahun 2024. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin berkurang. 

Terkait dengan data kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023 

jumlah keluarga miskin ekstrim mencapai 30.376 KK atau ekuivalen dengan 126.404 jiwa. Kecamatan 

Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik merupakan kantong wilayah kemiskinan ekstrim di 

Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Kecamatan dengan jumlah keluarga miskin ekstrim terendah 

adalah Kecamatan Bumi Agung. 
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Gambar 2.17 
Sebaran Keluarga Miskin Ekstrim per Kecamatan 2024 

 

Sumber: Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024 

2.1.2.1.4 Ketimpangan Pendapatan  

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui 

sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. 

Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat 

merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat 

timpang). 

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,315 pada tahun 2023, meningkat 

dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang meningkat meskipun 

capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional. 
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Grafik 2.13 
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 

Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten 

Lampung Timur berada pada posisi kedua dengan indeks gini tertinggi di Provinsi Lampung. 

Grafik 2.14 

Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

2.1.2.1.5 Nilai Tukar Petani (NTP) 

Nilai Tukar Petani (NTP) mengacu pada perbandingan antara indeks harga yang diterima petani 

dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari 

produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Peningkatan 

nilai tukar petani bisa menjadi indikasi kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

sektor pertanian. 
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Berdasarkan hasil analisis nilai tukar petani di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, NTP 

Kabupaten Lampung Timur tahun 2022 mencapai 103,61, sedangkan NTP hingga semester pertama 2023 

mencapai 103,98. Subsektor dengan NTP tertinggi pada tahun 2022 dan Juni 2023 yaitu perkebunan 

rakyat dan perikanan tangkap. Komoditas dengan NTP tertinggi pada perkebunan rakyat yaitu kelapa 

yang mencapai 113,56. 

Tabel 2.16 
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018, 2022, dan Juni 2023 

Subsektor 
Nilai Tukar Petani 

2018 2022 Juni 2023 

Tanaman Pangan 111,06 102,12 100,82 

Hortikultura 96,1 103,23 101,81 

Perkebunan Rakyat 89,93 106,04 107,23 

Peternakan 108,3 102,85 103,28 

Perikanan Tangkap 112,03 105,66 108,70 

Perikanan Budidaya 95,04 101,86 102,44 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lampung Timur, 2023 

2.1.2.1.6 Pola Pangan Harapan 

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus 

selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, 

mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan 

yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang 

didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun 

konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat 

digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. 

Grafik 2.15 
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: DKPTPHBun Kabupaten Lampung Timur, 2023 

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lampung Timur di atas menunjukkan tingkat 

ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang relatif tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah 
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tangga memiliki akses yang baik terhadap makanan yang cukup dan beragam, serta dapat memenuhi 

kebutuhan pangan dasar mereka. 

2.1.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-2023 

cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dan 2022, TPT Kabupaten Lampung Timur 

mengalami peningkatan yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, TPT 

Kabupaten Lampung Timur kembali mengalami penurunan menjadi 3,09 persen, di bawah TPT Provinsi 

Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten 

Lampung Timur berada di posisi ke-4 dengan TPT terendah. 

Grafik 2.16 
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan 

Nasional 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Grafik 2.17 
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 
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2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia 

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan 

Hidup saat (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk 

hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang 

usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam 

menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) 

sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari 

nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-

2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 

72,44. 

Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM 

sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada status “sedang” (60≤IPM<70). Sedangkan 

pencapaian IPM Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan 

Kota Bandar Lampung sudah berada pada status “tinggi” (70≤IPM<80). 

Grafik 2.18 
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 
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Grafik 2.19 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

Perkembangan AHH Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan selama 

periode 2019-2023. Pada tahun 2023, AHH Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,95 tahun. Hal ini 

menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan 

pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten 

Lampung Timur. 

Grafik 2.20 
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur 

berada pada posisi ke-8 dengan AHH tertinggi di Provinsi Lampung. 
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Grafik 2.21 
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS, 2024 

Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur pada periode 2019-2023 menunjukkan 

peningkatan, artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan 

berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. 

RLS Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 8,14 tahun menunjukkan bahwa secara 

umum rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah 

mengenyam pendidikan hingga kelas 8 (SMP kelas II) sampai kelas 9 (SMP kelas III). 

Grafik 2.22 
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur 

berada di posisi ke-7 untuk rata-rata lama sekolah tertinggi. 
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Grafik 2.23 
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

Perkembangan HLS Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami peningkatan pada 

periode 2019-2023. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Lampung Timur mencapai 12,97 tahun, mengalami 

peningkatan dari capaian tahun sebelumnya dan sudah melampaui capaian Provinsi Lampung. Angka ini 

menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki peluang untuk menamatkan 

pendidikan mereka hingga lulus D1. 

Grafik 2.24 
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional 

 

Sumber: BPS, 2024 

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur 

berada di posisi ke-4 untuk harapan lama sekolah tertinggi setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, 

dan Kabupaten Lampung Tengah. 
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Grafik 2.25 
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Timur mengalami 

peningkatan pada periode 2019-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji 

yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh, dan lain lain. Faktor pendorong lain yang 

meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk 

untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Grafik 2.26 
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan 

Nasional (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) 

 

Sumber: BPS, 2024 

Dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur 

berada di posisi ke-6 untuk pengeluaran per kapita tertinggi dan sudah melampaui capaian Provinsi 

Lampung. 



 
 

 

  

 
II - 48 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 

Grafik 2.27 
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Ribu 

Rupiah/Orang/Tahun) Tahun 2023 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024 

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial 

2.1.2.2.1 Pendidikan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang 

pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi 

menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada 

jenjang pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada 

penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga 

dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target 

yang sesungguhnya. 

Grafik 2.28 
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 
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Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah 

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi 

anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena 

nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. 

Grafik 2.29 
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024 

APK dan APM SD/MI dan SLTP/MTs Kabupaten Lampung Timur cenderung mengalami 

penurunan pada periode 2019-2023, sedangkan APK dan APM SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi 

cenderung mengalami peningkatan. 

Mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI menetapkan 

bahwa Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua 

asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara 

nasional, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), dan kemampuan 

bernalar menggunakan matematika (numerasi). Merujuk data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Timur, persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, 

menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang SD mencapai 53,5 persen 

dan jenjang SMP mencapai 59,2 persen. Untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam 

berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, pada jenjang SD sebesar 38,4 persen dan jenjang 

SMP sebesar 38,9 persen. 
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Tabel 2.17 
Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kabupaten Lampung Timur 

No Jenjang  
Capaian Kemampuan Literasi Capaian Kemampuan Numerasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2022 Tahun 2023 

1 SD 50,9% 53,5% 28,5% 38,4% 

2 SMP 45,5% 59,2% 36,2% 38,9% 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

2.1.2.2.2 Kesehatan 

2.1.2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)  

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah serangkaian parameter atau variabel yang digunakan untuk 

mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh. IKS bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga dari segi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan 

lingkungan. 

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Timur cenderung meningkat dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, IKS Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,23 persen, meningkat 

bila dibanding capaian tahun 2022 yang sebesar 0,21 persen. Perkembangan capaian IKS dalam lima 

tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut. 

Grafik 2.30 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Rendahnya capaian indikator keluarga sehat terutama disebabkan oleh rendahnya capaian 

beberapa indikator yaitu indikator anggota keluarga tidak ada yang merokok (40,8%), penderita 

hipertensi yang berobat teratur (43,3%) dan penderita TB paru yang berobat sesuai standar (45%). 

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator IKS di Kabupaten Lampung Timur di 

antaranya cakupan entry data di puskesmas masih rendah dan perbedaan definisi operasional program 

PIS PK dan Pengelola Program di puskesmas. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di 

atas adalah menyediakan kesempatan bagi pengelola PISPK baru yang akan belajar/konsultasi tentang 

teknis program dan belajar mengoperasikan aplikasi Keluarga Sehat, optimalisasi Tim Bina Wilayah  
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Kabupaten, verifikasi ke desa sesuai ketentuan dan melakukan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas 

secara berkala. 

2.1.2.2.2.2 Kematian Ibu  

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah 

kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat 

mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan kesehatan bagi perempuan. AKI 

dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, 

semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu. 

Faktor-faktor yang memengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, 

status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya 

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu 

secara signifikan. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebanyak 15 kasus atau 

101 per 100.000 kelahiran hidup, berada di bawah angka Nasional, di mana berdasarkan hasil SUPAS 

tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia diperkirakan sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup.  

Jumlah kasus tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2022 (16 kasus) dan telah mencapai target 

Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 yaitu kurang dari 16 kasus. 

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu telah dilakukan berbasis elektronik  yakni 

menggunakan aplikasi Maternal Death Notification (MDN), sehingga jumlah kasus kematian yang 

dilaporkan  merupakan kasus kematian ibu yang terjadi di manapun sesuai alamat KTP Lampung Timur,  

walaupun tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Timur. Perkembangan angka kematian ibu dapat 

dilihat pada grafik sebagai berikut: 

Grafik 2.31 
Angka dan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagian besar 

disebabkan oleh perdarahan (40%), lainnya (2%), eklamsi (13%), gangguan darah (7%), COVID-19 (7%), 

dan infeksi (6%). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan kematian ibu antara lain 

mengoptimalkan program P4K dan Bank Darah Desa, tata laksana ibu hamil anemia secara komprehensif 
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dengan melibatkan lintas program, melaksanakan OJT kegawatdaruratan maternal neonatal bagi dokter 

dan perawat serta bidan puskesmas, pertemuan tentang ANC terpadu dengan lintas sektor dan lintas 

profesi, pengadaan BMHP untuk penanganan gawat darurat maternal, pemberian makanan tambahan 

untuk ibu hamil KEK, monitoring dan evaluasi ke puskesmas dan bidan praktek mandiri, survey 

penyeliaan fasilitatif ke puskesmas dan bidan praktek mandiri dan tindak lanjutnya, audit maternal 

perinatal, pelaksanaan  kasus rujukan ibu bersalin, dan koordinasi dan advokasi secara rutin untuk 

meningkatkan peran sektor terkait dalam upaya penurunan kasus kematian ibu. 

2.1.2.2.2.3 Kematian Bayi  

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian bayi di 

bawah usia satu tahun dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKB 

umumnya dinyatakan dalam bentuk angka per seribu atau per seratus ribu kelahiran hidup. AKB 

merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat kesehatan bayi 

dan kualitas sistem perawatan kesehatan maternal dan neonatal. Semakin rendah AKB, semakin baik 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi, serta meningkatnya harapan hidup bayi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi AKB meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan yang  

berkualitas, akses terhadap imunisasi, pendidikan ibu, status sosial-ekonomi, sanitasi yang baik, gizi yang 

memadai, dan faktor lingkungan. Upaya untuk mengurangi AKB melibatkan perbaikan akses terhadap 

perawatan kesehatan, peningkatan kesadaran ibu tentang perawatan bayi, pencegahan penyakit menular, 

imunisasi, peningkatan gizi, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan. 

Pemantauan AKB secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan 

tertentu yang mempengaruhi bayi dan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat 

yang telah dilakukan. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi berjumlah 92 kasus atau 6,19 per 1000 

kelahiran hidup, menurun bila dibandingkan kematian bayi tahun 2022 yang berjumlah 110 kasus atau 

6,6 per 1000 kelahiran hidup. 

Grafik 2.32 
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 
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Bila dilihat berdasarkan penyebab, sebagian besar kasus kematian bayi pada tahun 2023 

disebabkan oleh lain-lain yakni berjumlah 34 kasus (37%), Asfiksia (25%), dan BBLR (15%).  Distribusi 

kematian neonatal berdasarkan penyebab, dapat dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 2.33 
Penyebab Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 

 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Tingginya penyebab kematian bayi akibat lainnya di dalamnya termasuk kasus syndrome gawat 

nafas pada bayi pasca bayi mengalami asfiksia dan bayi prematur. Sedangkan tingginya BBLR dan asfiksia 

dapat dikaitkan dengan kualitas ANC, status kesehatan ibu hamil, dan kemampuan petugas dalam tata 

laksana kegawatdaruratan pada bayi baru lahir masih rendah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

menekan kasus kematian bayi antara lain dengan upaya sejak awal kehamilan melalui program ANC (Ante 

Natal Care) yang berkualitas dan berintegrasi dengan berbagai lintas program, kelas ibu hamil, supervisi 

fasilitatif bidan ke ibu hamil, Jampersal, RTK, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, pelatihan 

tenaga kesehatan, pembentukan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kala 

karya MTBS tingkat puskesmas dan jejaring, rujukan bayi baru lahir, monitoring dan evaluasi ke 

puskesmas dan bidan praktek mandiri, survey penyeliaan fasilitatif ke puskesmas dan bidan praktek 

mandiri, audit maternal perinatal,  dan koordinasi serta advokasi secara rutin untuk meningkatkan peran 

sektor terkait dalam upaya penurunan kasus kematian bayi/angka kematian bayi. 

2.1.2.2.2.4 Prevalensi Stunting  

Stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks 

Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang 

dari -2 SD. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, stunting di Kabupaten Lampung Timur mencapai 

24,71 persen. Sedangkan berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, stunting di 

Kabupaten Lampung Timur mencapai 18,1 persen, namun angka tersebut menurun pada tahun 2023, di 

mana berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, stunting balita di Kabupaten Lampung Timur sebesar 

14,2 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur 

berada pada posisi ke-8 prevalensi stunting terendah di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan pencapaian 

hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Konvergensi Penurunan 
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Stunting  Kabupaten Lampung Timur serta kerjasama antar sektor/lembaga/pemangku kepentingan di 

Kabupaten Lampung Timur. Gambaran perkembangan stunting di Kabupaten Lampung Timur 

dibandingkan dengan angka stunting di Provinsi Lampung dan Nasional adalah sebagai berikut. 

Grafik 2.34 
Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Riskesdas dan SSGI, 2024 

Grafik 2.35 
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Sedangkan berdasarkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 

(EPPGBM), prevalensi balita stunting di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 hingga 2023 

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,4 persen, tahun 2022 sebesar 2,03 persen, dan 

tahun 2023 sebesar 2,2 persen dengan  prevalensi tertinggi adalah Puskesmas Way Mili (14,80%), 

Puskesmas Margototo dan Wana (13,57%), dan Puskesmas Rejo Katon (6,13%). Ada perbedaan yang 

cukup signifikan antara angka EPPGBM dengan hasil survey yang dikarenakan pendataan yang belum 

lengkap, namun data EPPGBM berbasis by name by address yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan 
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intervensi kegiatan.  Di Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan lokus penanganan stunting yang 

dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 90 desa yang tersebar di 20 kecamatan. 

Tabel 2.18 
Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Timur 

No Kecamatan Desa 
Lokasi Fokus Stunting per Tahun 

Jumlah 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  

Sukadana 
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Surabaya Udik 1 
      

2 Negara 
Nabung 

1 
      

3 Putra Aji Dua 
   

1 
   

4 Pakuan Aji 
   

1 
   

5 Bumi Nabung 
Udik 

1 
      

6 Sukadana 
Timur 

1 
      

7 Putra Aji I 
     

1 
 

8 Sukadana 
Selatan 

   
1 

   

9 Sukadana Jaya 
   

1 
   

2 
  
  
  

Jabung 
  
  
  

10 Belimbing Sari 
    

1 
  

11 Negara Batin 
   

1 
   

12 Gunung Mekar 
    

1 
  

13 Gunung Sugih 
Kecil 

    
1 

  

3 
  

Labuhan 
Maringgai 
  

14 Sri Gading 
 

1 
     

15 Sukorahayu 
   

1 
   

4 
  
  
  
  
  
  
  

Way Jepara 16 Sumberjo 
   

1 
   

17 Sri Rejosari 
   

1 
   

18 Labuhan Ratu 
Dua 

  
1 

    

19 Braja Asri 
     

1 
 

20 Braja Sakti 
   

1 
   

21 Labuhan Ratu 
Danau 

  
1 

    

22 Braja Caka 
   

1 
   

23 Braja Dewa 
   

1 
   

5 
  
  
  
  

Sekampung 24 Giri Kelopo 
Mulyo 

     
1 

 

25 Sumber Gede 
    

1 
  

26 Sambikarto 
     

1 
 

27 Trimulyo 
    

1 
  

28 Wonokarto 
   

1 
   

6 
  
  
  

Pekalongan 29 Adirejo 
 

1 
     

30 Gondang Rejo 
 

1 
     

31 Siraman 
 

1 
     

32 Pekalongan 
 

1 
     

7 
  
  

Metro 
Kibang  

33 Sumber Agung 
 

1 1 
    

34 Purbo 
Sembodo 

 
1 
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No Kecamatan Desa 
Lokasi Fokus Stunting per Tahun 

Jumlah 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  
  
  

35 Kibang 
  

1 
    

36 Margo Jaya 
 

1 
     

37 Margo Toto 
  

1 
    

38 Margo Sari 
 

1 
     

39 Jaya Asri 
  

1 
    

8 
  
  
  
  
  

Purbolinggo 40 Taman Bogo 
    

1 
  

41 Tambah Dadi 
  

1 
    

42 Taman Fajar 
    

1 
  

43 Tegal Gondo 
    

1 
  

44 Tambah Luhur 
    

1 
  

45 Tanjung Inten 
    

1 
  

9 
  
  
  
  
  

Raman 
Utara 
  
  
  
  
  

46 Kota Raman 
   

1 
   

47 Rejo Binangun 
 

1 
     

48 Rantau Fajar 
  

1 
    

49 Raman Fajar 
  

1 
    

50 Rejo Katon 
  

1 
    

51 Rama Puja 
   

1 
   

10 
  
  
  
  
  
  
  
  

Batanghari 
  
  
  
  
  
  
  
  

52 Buana Sakti 
  

1 
    

53 Balai Kencono 
  

1 
    

54 Rejo Agung 
  

1 
    

55 Adi Warno 
  

1 
    

56 Nampi Rejo 
 

1 
     

57 Banar Joyo 
 

1 
     

58 Telogo Rejo 
  

1 
    

59 Sumber Rejo 
 

1 
     

60 Purwodadi 
Mekar 

     
1 

 

11 
  
  
  
  
  

Marga Tiga  61 Sukaraja Tiga 
   

1 
   

62 Negeri 
Jemanten 

1 
      

63 Negeri Katon 
    

1 
  

64 Tanjung 
Harapan 

    
1 

  

65 Negeri Tua 1 
      

66 Surya Mataram 
    

1 
  

12 Sekampung 
Udik 

67 Sidorejo 
     

1 
 

13 
  
  
  

Waway 
Karya 
  
  
  

68 Ngesti Karya 1 
      

69 Mekar Karya 
 

1 
     

70 Tanjung Wangi 1 
      

71 Tri Tunggal 1 
      

14 
  
  
  
  

Batanghari 
Nuban 
  
  
  

72 Sukacari 
   

1 
   

73 Negara Ratu 
   

1 
   

74 Trisno Mulyo 
   

1 
   

75 Cempaka 
Nuban 

     
1 
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No Kecamatan Desa 
Lokasi Fokus Stunting per Tahun 

Jumlah 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

  
  
  

76 Kedaton II 
(Dua) 

   
1 

   

77 Kedaton I 
(Satu) 

     
1 

 

78 Tulung Balak 
   

1 
   

15 
  

Bumi Agung 
  

79 Marga Mulya 
   

1 
   

80 Nyampir 
   

1 
   

16 
  
  
  
  

Gunung 
Pelindung 

81 Negeri Agung 
     

1 
 

82 Pempen 
    

1 
  

83 Pelindung Jaya 
 

1 
     

84 Way Mili 
     

1 
 

85 Nibung 
    

1 
  

17 Labuhan 
Ratu 

86 Labuhan Ratu 
Lima 

   
1 

   

18 
  
  

Marga 
Sekampung 
  
  

87 Bungkuk 
   

1 
   

88 Peniangan 
   

1 
   

89 Gunung Raya 1 
      

Kabupaten мл мр мр нр мр мл уф 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, 2024 

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan stunting baik intervensi spesifik 

maupun sensitif antara lain melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 264 desa, 

penerapan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan 

stunting, 214  desa telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF), 76 persen sasaran telah 

memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas, standarisasi pelayanan pemantauan 

tumbuh kembang di posyandu, dan publikasi data stunting tingkat kabupaten. 

2.1.2.2.2.5 Prevalensi Wasting  

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut 

tinggi badan (BB/TB)/wasting. Wasting memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai 

akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan 

kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus.  

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan bahwa 

persentase gizi kurang di Indonesia sebesar 17,7%. Sedangkan berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, 

wasting Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 6,3 persen, menurun dibandingkan capaian 

pada tahun 2022 yang sebesar 8,9 persen. Capaian prevalensi wasting Kabupaten Lampung Timur telah 

berada di bawah prevalensi wasting Provinsi Lampung yang sebesar 7,3 persen. Jika dibandingkan dengan 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan 

prevalensi wasting terendah di Provinsi Lampung. 
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